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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

Nartional Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax.:(021)31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 117/DSN-MU/11/2018

Tentang

LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

o A Bt

P v s O Sarian Nasionai iUl

Menimbang : a. bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk
pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam
upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan
efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia:

b. bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai
ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis
teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b. DSN-
MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layanan
pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah
untuk dijadikan pedoman:

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:
a. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:
RSN AP ©
“Hai orang-orang yangberiman! Tunaikanlah akad-akad itu..."
b. Q.S. al-Isra’ (17):34:
e V3tng S8 Aga Blagal, 138505 ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawaban...”

¢. Q.S. al-Nisa’" (4): 29:
G 5 5,58 3y Juidy oKay oKl B8t v st 20 @l

-
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117 Layanan Pembiavaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Svariah 2

“Hai orang-orang yang beriman! Janganiah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

d. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:
st 2%, Sa2s g Sl 4, 3,

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke
kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat
manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia
membawa makanan itu untukmu, dan hendakiah ia berlaku
lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu
kepada seorangpun’

e. Q.S. al-Qashash(28): 26:
L3N0 Gyl Easlint a s & ipmlind oot dhiasy 206

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai avahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnyva orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya’.

f. Q.S. al-Baqarah (2): 282:
ARG e el ) o 22 6y AT i Gl
"Hai orang vang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara
tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”".

g. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya...”.

2. Hadis Nabi s.a.w.:
a. Hadis Nabi riwayat Muslim. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn
Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit. Nabi
s.a.w. bersabda:

SN o ElE 138 e 150 eglpias 25 Jis S cuu &Ly

M 10 SETI3) 2ty Ca¥Ti3AsS

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum

dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan

garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis

serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu
Jika dilakukan secara tunai.”

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Al/
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117 Lavanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 3

b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri. Nabi
s.a.w. bersabda:

Yy i o Leans 13hsd .J_gvx.f'\;;.'u;,.sfo\\,:j&
Wlﬁ\}sﬁ&;\.@zﬁ 5\_}.&

a2 <

‘/h

| gy Gy 1z
el B

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama
(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian
vang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama
(nilainyva) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian
vang lain; dan janganiah menjual emas dan perak tersebut yang
tidak tunai dengan yang tunai. "

Hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

Ao gp g€ Y 5 sl ) ouls
“Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang  berhak
menerimanya dan janganlah membalas khianat orang vang
menghianatimu. ™
d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari “Ubadah bin al-
Shamit r.a.. riwayat Ahmad dari [bnu “Abbas r.a.. riwayat Malik
dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan
al-Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

o

')_._a \l ”_.a /\'
“Tidak boleh membahayvakan/merugikan orang lain dan tidak
boleh (pula) membalas bahayva (kerugian yang ditimbulkan oleh
orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).
¢. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya “Amr bin
‘Auf al-Muzani. dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin
Abdillah bin amr bin *Aun r.a.:

Setarzlly Ups ot 3 W g2 adle Y Galkedd 55 s £l

P %= ¢ . & <
1 &l

s a0 e L5 ) pebgt
“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang
diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
f. Hadis Nabi saw. riwayat ‘Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah
r.a.dan Abu Sa’id al-Khudri r.a.:

St sl it e 2

"Siapa mempekerjakan pekerja, berirahukanlah upahnva.™

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia /"4’
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117 Layanan Pembiayvaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 4

¢. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a.. riwayat
al-Thabarani dari Jabir r.a.. dan riwayat al-Baihaqi dari Abu
Hurairah r.a.:
e Sad 31 48 6T o U b
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnva kering. ™
h. Hadis Nabi saw. riwayat Muslim, dari *Aisyah dan dari Tsabit
dari Anas:
aags o 2 \,41
“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”
3. Kaidah Fikih:

* o= 2% 2

GiZ e s 3 318y dsgyi oouwad g Y
“Pada dasarnyva, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya .

Jf el
“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan”.
S 3 8% e

“Segala dharar (bahava/'kerugian) harus dicegah sebisa mungkin .

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan
sesuatu  yang berlaku  berdasarkan  syara’ (selama  tidak
bertentangan dengan syariat), ™

122 i
Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
ks 15353 alall as g3dg 2K
Keretapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah
anliacly D3t e e playl St

“Kebijakan  pemimpin  terhadap  rakyat harus mengikuti
(mengacw'berpihak ) kepada kemaslahatan (masyarakat) ™.

PIRL RS BRI PO P

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah .

Memperhatikan : 1. Muhyiddin Syarf al-Nawawi. Raudhah al-Thalibin, Riyad: Dar al-
Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, hal. 687

Ly g e U Ay Cad s aleiyl ob Dpihg ol sy S5
M..&\ o & _;\ 5y 3 ‘.:sjt. ,,qu
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117 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 5

Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi  di
dalamnya adalah majelis fawajub (saling menetapkan), yaitu majelis
yang menghasilkan keterkaitan antara ijab dan gabul, dan tanpa
mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.

Abdul Rahman al-Juzairi, al-Figh ‘Ala Madzahib al-Arba ah,
Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 16

.a.al_,s-u\.-h ywuixwduwu""" SN GB?L;;..\:

(4

a3 By i 2 S8 LKL 5 s GS7E LS iR g AT

Syarat keempat dari jjab gabul akad nikah adalah slnghal terdengar
oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak
vang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya.
Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir,
atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak
menghadiri masjlis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam
hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung.

3. Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus-Dar
al-Fikr. 1989 M, Juz IV, h. 106.

R} JJ:L:.“J\ 5% & LS ads 'L(J u}lh.‘.l ,..b....‘l ;\A o ;\,J\
oy Ll A 13 {»\! ok % st 5K 55 B8 el 0K
z i, 2 o S e B
S 2 B0 G (@Eny Ay 3 §L:>U\ ,! gty SuBE Juad
Sudy o glens ot 5% @ <3 o A s
g e e il ot s 58 G Jd b Al s
o) 2 6% e o otirait asE i §) 2gadh J6 s 25
ol g & e e gy 25 5h KA ff dpd) 20 8
AR 8 AT g ) é":-\’“”' 2l e Op

Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang
telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi
dalam satu tempat. Scbab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda
ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi
via telepon. radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu
zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan
transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua
belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli figh
berkesimpulan: “Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal
vang terpisah.” Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam
perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungnya
kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab
itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka
majelis akad berakhir.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia A v
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117 Lavanan Pembiavaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 6

4. Surat permohonan Fatwa perihal Pembiavaan Berbasis Teknologi
(fintech financing) yang sesuai dengan prinsip syariah dari:
a. PT. Investree Radhika Jaya Nomor: IRJ/088/XII/2017 tertanggal

08 Desember 2017
b. PTT Ammana Fintek Syariah No. O0I/MUIS.MHN/2018

tertanggal 06 Februari 2018
5. Hasil Focus Group Discussion pada hari Selasa. tanggal 30 Januari
2018 di kantor DSN-MUI

6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari
Kamis. tanggal 22 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Layvanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan
Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan
berdasarkan  prinsip syariah yang mempertemukan atau
menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima
Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui
sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

]

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur

elektronik  yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan.

mengolah, menganalisis, menyimpan. menampilkan. mengumum-

kan. mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di

bidang layanan jasa keuangan.

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan.
menyiapkan. menyimpan. memproses, mengumumkan.
menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan
Jjasa keuangan.

4. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan,
mengelola. dan mengoperasikan lLayanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi.

5. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan

yvang menggunakan lLayanan Pembiayaan Berbasis Teknologi

Informasi.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia %"
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117 Layanan Pembiayvaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 7

6. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan
bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang
membutuhkan dana;

7. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang
bersumber dari Pemberi Pembiayaan:

8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik. optikal, atau sejenisnya.
vang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara. gambar,
peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf. tanda, angka. kode
akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang
memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan
status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan
informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi
dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-
undangan.

11. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang
mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang
dipertukarkan (barang dan harga).

12. Akad ljarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran wujrah
atau upah.

13. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan
kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa
keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara
proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak
secara proporsional

14. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara
pemilik modal (shahibu al-maal) yang menyediakan seluruh modal
dengan pengelola (‘amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di
antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan
kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia %’
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117 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Svariah 8

15. Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjamandengan
ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang
yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;

16. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa
(muwakkil) kepada penerima kuasa (waki/) untuk melakukan
perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan:

17. Akad wakalah bi al-wjrah adalah akad wakalah yang disertai
dengan imbalan berupa wjrah (fee).

18. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-
barang ribawi (riba fadhl) atau tambahan yang diperjanjikan atas
pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara
mutlak (riba nasi’ah).

19. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai
kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai
penyerahannya.

20. Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak
jelas. dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-
untungan.

21. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad
yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah
obyek akad tersebut tidak cacat.

22. Dharagr adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau
kerugian pihak lain.

23. Akad Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak
oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk.

maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk
dan/atau layanan kepada Pengguna/Konsumen secara massal.

Kedua : Ketentuan Hukum
1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan
dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang
terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga :  Subyek Hukum
Subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi
informasi yaitu:
1. Penyelenggara;
2. Penerima Pembiayaan; dan
3. Pemberi Pembiayaan.
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Keempat :  Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis

Teknologi Informasi

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan

prinsip syariah. para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai

berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi
informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah. vaitu
antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar,
zhulm, dan haram:

Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip

keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku:

3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan
Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa
akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan.
antara lain akad a/-bai’. ijarah, mudharabah. musyarakah. wakalah
bi al ujrah. dan qardh:

4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik
vang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan
syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku:

5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan
prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi; dan

6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui
media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik
berbeda dengan kenyvataannya. maka pihak yang dirugikan
memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

8]

Kelima :  Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan

prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (facroring). yaitu pembiayaan dalam
bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti
tagihan (invoice). baik disertai atau tanpa disertai talangan (gardh)
vang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada
pihak ketiga (payor).

Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (Purchase
Order); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha
vang telah memperoleh pesanan atau surat perintah Kkerja
pengadaan barang dari pihak ketiga.

Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan
secara online (online seller). yaitu pembiayaan yang diberikan
kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online

|
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pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi
(platform e-commerce/marketplace) yang telah menjalin kerjasama
dengan Penyelenggara:

4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan

secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment

gateway, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha

(seller) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi

(channel distribution) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya

dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online

(payment gateway) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.

Pembiayaan untuk Pegawai (Employee), yaitu pembiayaan yang

diberikan kepada pegawai vang membutuhkan pembiayaan

konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi
pemberi kerja.

6. Pembiayaan berbasis komunitas (community based). yaitu
pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang
membutuhkan  pembiayaan. dengan skema pembayarannya
dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

wn

Keenam :  Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad
Mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
sebagai berikut:
1. Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)

a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang
piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (invoice) oleh
calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (pavor) yang
menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;

b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (invoice)
yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada
Penyelenggara:

Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan
untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti
tagihan (irvoice). baik disertai atau tanpa disertai talangan

(]

(gardh):

d. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui
penawaran sebagaimana huruf c. dilakukan akad wakalah bi ai-
ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara:
Pemberi Pembiayaan sebagai munwvakkil, dan Penyelenggara
sebagai wakil;

e. Penyelenggara melakukan akad wakalah bi al-ujrah dengan
Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang: Penyelanggara
sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil:
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f. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat
memberikan talangan dana dengan akad gardh kepada Penerima
Pembiayaan/Jasa:

¢. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga
(payor) atas piutang Penerima Pembiayaan;

h. Penerima Pembiayaan membayar wjrah kepada Penyelenggara:

i. Penerima pembiayaan membayar utang gardh (jika ada) kepada
Penyelenggara sebagai wakil;

j. Penyelenggara wajib menyerahkan wjrah dan gardh (jika ada)
kepada Pemberi Pembiayaan.

2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (Purchase Order)

Pihak Ketiga

a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan purchase order yang
dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon
Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar
pembiayaan:

b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar purchase order dari
pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada
Penyelenggara;

c. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b,
Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi
Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;

d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran
sebagaimana huruf c. dilakukan akad wakalah bi al-ujrah
antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk
melakukan akad pembiayaan Kkepada Penerima Pembiayaan:
Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara
sebagai wakil:

e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima
Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli. musyarakah, atau
mudharabah.

f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin
atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil
(margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang
Berjualan Secara Online (Seller Online)

a. Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi

(platform  e-commerce/marketplace) dan  Penyelenggara

melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku
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usaha yang berjualan secara online (seller online) sebagai calon
Penerima Pembiayaan:

b. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada
Penyvelenggara untuk pengadaan barang;

c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b. Penyelenggara
melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk
membiayai pengadaan barang;

d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran

sebagaimana huruf c. dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara

Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan

akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan: Pemberi

Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai

wakil;

Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima

Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli., musyarakah, atau

mudharabah;

o

f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin
atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad: dan

g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil
(margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang
Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui
Penyvelenggara Payment Gateway
a. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (pavment

gateway) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian
pembiayaan kepada para Pedagang online (Seller Online) vang
bekerjasama dengan Penyedia jasa:

b. Pedagang online (Seller Online) atau calon Penerima
Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara
untuk pengadaan barang;

c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b. Penyelenggara
melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk
membiayai pengadaan barang:

d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran
sebagaimana huruf ¢, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara
Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan
akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan: Pemberi
Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai
wakil:

Penyelenggara sebagai  wakil dari Pemberi Pembiayaan.

memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan

menggunakan akad jual-beli. musyarakah, atau mudharabah:

i
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pembiayaan  kepada  Penerima  Pembiayaan:  Pemberi
Pembiayaan sebagai muwakkil. dan Penyelenggara sebagai
wakil.

e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan,
melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-
beli. ijarah. musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang
sesuai dengan prinsip syariah;:

f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil
(margin, wjrah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui
komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan
Penyelenggara,

¢. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil
(margin atau wjrah) kepada Pemberi Pembiayaan.

Ketujuh :  Penyelesaian Perselisihan
Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui
musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian
sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kedelapan :  Ketentuan Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah
sertadisempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 06 Jumadil Akhirl438 H
22 Februari 2018 M

DEWAN SYARIAH NASIO
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Lampiran 3 Lembar Quisioner

Kuisioner Penelitian Tingkat Literasi Keuangan Syariah Tentang
Pinjaman Online Di Kalangan Generasi Milenial Dan Generasi Z

Kuisioner  Penelitian  Tingkat Literasi Keuangan
syariah Di Kalangan Generasi Milenial Dan Gen- Z Dalam
Menggunakan Layanan Financial Technology Peer-To-Peer
Lending (Fintech P2P) Technology Atau Pinjaman Online
(Pinjol).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi
keuangan generasi milenial dan generasi Z pada mahasiswa
fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap praktek pinjaman
online. Partisipasi teman-teman dalam penelitian ini akan
memberikan kontribusi untuk perbaikan serta pengembangan
yang lebih baik di masa depan. Untuk itu, saya mengunadang
teman-teman FEBI untuk menyisihkan sedikit waktu untuk
mengisi kuisioner ini. Terima Kasih atas waktu dan dukungan
teman-teman dalam penelitian ini. Kuisioner ini terbatas hanya
dapat diikuti oleh fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS
Bengkulu

1. Apakah kamu tau tentang pinjaman online (pinjol)?

o Ya
o Tidak

2. Apakah kamu sudah pernah menggunakan layanan
pinjaman online (Pinjol)?

o Ya
o Tidak

3. Kenapa kamu tertarik melakukan pinjaman online (pinjol)?

(Isi pertanyaan ini, jika menjawab Ya. Atau isi dengan ( - ) jika
menjawab Tidak)
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Teks jawaban panjang

4. Apakah kamu menggunakan platform pinjaman online (pinjol)
yang legal dan terdaftar di OJK?

o Ya
o Tidak

5. Menurut kamu, apakah Proses pinjaman online (pinjol) sangat
mudah?

o Ya
o Tidak

6. Jika kamu melakukan pinjaman online (pinjol), pinjol jenis apa
yang akan kamu gunakan?

o Konvensional

o Syariah

7. Sejak tahun berapa kamu melakukan pinjaman online (pinjol)?

8. Apakah kamu pernah menunggak pada saat melakukan
pinjaman online (pinjol)?

(Pertanyaan khusus bagi yang melakukan pinjol)

o Ya
o Tidak

9. menurut kamu, apa saja kelebihan atau sisi positif dari
pinjaman online (pinjol)

= Kemudahan Pengguna
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= Kecepatan Transaksi
= Limitnya Yang Besar
= Lainnya...

10. menurut kamu, apa saja kekurangan atau sisi negatif dari
pinjaman online (pinjol)

= Terdapat Bunga Yang Tinggi

Kekhawatiran Akan Keamanan Data

Ketergantungan Pada Teknologi Dan Koneksi Internet
= Lainnya...

11. Apakah kamu mengetahui manfaat dan resiko terhadap
layanan pinjaman online (pinjol)?

o Ya
o Tidak

12. Menurut kamu apakah Keberadaan pinjaman online (pinjol)
sangat membantu?

o Ya
o Tidak

131



Jawaban Responden

Program Studi

100 jawaban
@ Exonomi Syariah
@ Perbankan Syariah
® Mazawa
@® Maharo
Umur
100 jawaban
® 1720
® 2123
® 2425
® 50
Jenis Kelamin
100 jawaban
@ Lakidaki

® Persmpuan
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1. Apakah kamu tau tentang pinjaman online (pinjol)?
100 jawaban

@Y
@ Tidak

2. Apakah kamu sudah pernah menggunakan layanan pinjaman enline (Pinjol)?
100 jawaban

@Y
@ Tidak

3. Kenapa kamu tertarik melakukan pinjaman online (pinjol)?

(Isi pertanyaan ini, jika menjawab Ya. Atau isi dengan ( - ) jika
menjawab Tidak)

100 jawaban

Tidak
Q)
§aya tidak tertarik yang namanya meminjam

Karna tidak memakai anggunan
Karena Ibih mudah dalam pendaftaran akun
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Karena mudah serta praktis

4. Apakah kamu menggunakan platform pinjaman online (pinjol) yang legal dan terdaftar di 0JK?
100 jawaban

@Y
@ Tidak

5. Menurut kamu, apakah Proses pinjaman online (pinjol) sangat mudah?
100 jawaban

@Y
@ Tidak

6. Jika kamu melakukan pinjaman anline (pinjol), pinjol jenis apa yang akan kamu gunakan?
100 jawaban

@ Konvensional
@ Syariah
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7. Sejak tahun berapa kamu melakukan

pinjaman online (pinjol)?

(tidak wajib diisi)

16 jawaban
Feb 22
1
Okt 2000
6
Okt 2020
11
Nov 2021
24
Jun 2022
20
Nov 2022
10
Mar 2023
12
Jul 2023
7
Okt 2023
2
25
Des 2023
2
13
29
2
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8. Apakah kamu pernah menunggak pada saat melakukan pinjaman online (pinjol)? (Pertanyaan
khusus bagi yang melakukan pinjol)

45 jawaban

® v
® Tidak

9. Menurut kamu apa saja kelebihan atau sisi positif dari pinjaman online (pinjol)
100 jawaban

Kemudahan Pengguna
Kecepatan Transaks|
Limitnya Yang Besar

53 (53%)
15 (15%)
8 (8%)

Belum pernah melakukan pi...
Tidak tau karana blm parnah
Gak tau

Tidak tau Karena saya belu. ..
Saya lidak pernah melakuka...
Saya tidak pernah melakuka. ..

tidak menggunakan pinjol

Tidak tau, mungkin transaksi_ ..
saya fidak pernah menggun... @

10. Menurut kamu apa saja kekurangan atau sisi negatif dari pinjaman online (pinjol)
100 jawaban

Terdapat Bunga Yang Tinggi
K iran Akan K

Ketergantungan Pada Teknola. ..

—B1 (81%)

50 (50%)

Banyak scam dan aknum tidak 1 (1%)

Tidak tau karena belum pemah |1 (1%)
Melihat tn” saya sih mereka s, 1 {1%)
Terhatas nya limit pinjaman, da.. . J|—1(1%)
i (1%)
Tidak tahuli—1 {1%)

a 20 40 60 B0
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11. Apakah kamu mengetahui manfaat dan resiko terhadap layanan pinjaman online (pinjol)?
100 jawaban

@Y
@ Tidak

12, Menurut kamu apakah Keberadaan pinjaman online (pinjol) sangat membantu?
100 jawaban

{ R
@ Tidak

Lampiran 4 Formulir Pengajuan Judul Artikel Jurnal
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Lampiran 5 Surat Penunjukan SK Pembimbing 1&2
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Lampiran 6 LOA Jurnal

Ekonomis

Journal of E ics and B
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No.086/EKONOMIS-LPPM/V/2024

Dengan ini Pengelola Ek of ics and i dengan ISSN 2597-8829
(Online) memberitahukan bahwa naskah anda dengan identitas:

Judul ¢ UPAYA PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TENTANG

PINJAMAN ONLINE DI KALANGAN GEN-Z

Penulis : Elsa April Yanti’, Asnaini’, Miko Polindi*

Institusi : Universitas Islam Negri f i Suk Bengkulu™*
Correspondenceemail  : elsaaprilyanti@mail.uinfasbengkulu.acid
Telah memenuhi kriteria publikasi di Jumal Ekonomis: of E ics and Busi dan
dapat kami Terima sebagal bahan naskah untuk Penerbitan Jurnal pada Vol. 9 No. 1, Maret
2025.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan
berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke
penerbit/jurnal lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

EKONOMIS : JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS TERAKREDITASI SINTA 3
ISSN 2597-8829 | DO 10.33087/Ekanomis
1L Stamet Ryadi Broni- Jambi, Telp : 0741-670700 Email : ekonomis.unbari@gmall.com
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Lampiran 7 Lembar Bimbingan 1&2
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